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RAKER DPR DENGAN 
MENTERI PUPR

Menteri PUPR Basuki 
Basoeki Hadimoeljono 
(tengah) menyampaikan 
paparan saat rapat kerja 
dengan Komisi V DPR 
di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Kamis 
(9/6). Pada rapat terse-
but membicarakan pen-
dahuluan RKA K/L dan 
Rencana Kerja Pemerin-
tah (RKP) TA 2023.

TNI AL Bantah Ada Oknum Perwira Minta 
Rp5,4 M untuk Bebaskan Kapal Tanker Asing
TNI AL sangat serius untuk mem-
berantas pelanggaran-pelanggaran 
hukum di laut secara profesional dan 
proporsional sesuai ketentuan hukum 
yang berlaku.

khoda kapal tanker itu dibawa 
ke pangkalan dan diberitahu 
oleh perwira Angkatan Laut 
untuk mengatur pembayaran 
USD375.000. Kemudian, ber-
potensi kehilangan penghasilan 
selama berbulan-bulan jika kasus 
itu dibawa ke pengadilan.

Nord Joy adalah kapal ber-
bendera Panama, panjangnya 
183 meter (200 yard) dan dapat 
membawa hingga 350.000 
barel bahan bakar.  han

jaksaan berikan sanksi maksi-
mal sesuai hukum.

“TNI AL sangat serius un-
tuk memberantas pelanggaran-
pelanggaran hukum di laut 
secara profesional dan propor-
sional sesuai ketentuan hukum 
yang berlaku,” tuturnya.

Sebelumnya, Reuters pada 
Kamis (9/6) melaporkan, ad-
anya dugaan permintaan uang 
itu diungkap dua sumber.  Ked-
ua sumber mengatakan na-

nama baik, kami akan laku-
kan tuntutan sesuai hukum,” 
jelasnya.

Dia pun membenarkan 
bahwa personel TNI AL me-
nahan kapal Nord Joy karena 
dicurigai berlabuh di perairan 
Indonesia tanpa izin karena 
melanggar hak lintas laut In-
donesia. 

Ia mengatakan, TNI AL 
secara serius mendorong per-
cepatan proses hukum ke ke-

JAKARTA (IM) – TNI 
AL bantah berita yang me-
nyebut ada oknum perwira 
meminta uang senilai lebih dari 
Rp5,4 miliar atau USD375.000 
untuk membebaskan  kapal 
tanker bahan bakar asing. Sam-
pai saat ini, tidak ditemukan 
ada anggota TNI AL melaku-
kan tindakan tersebut.

Kepala Dinas Penerangan 
Angkatan Laut (Kadispenal) 
Laksma TNI Julius Widjojono 
meminta pihak yang mengeta-
hui terduga pelaku untuk men-
gungkap saja nama tersebut.

“Sejauh ini tidak ditemu-

kan adanya indikasi anggota 
yang malakukan itu (meminta 
uang). Jika pihak pelapor me-
nyatakan ada, maka mohon 
info nama anggota tersebut,” 
ucap Julius kepada wartawan, 
Kamis (9/6).

Oleh karena itu kata dia, 
jika informasi tersebut tidak 
bisa dibuktikan maka akan 
bergeser menjadi pencemaran 
nama baik. Pihaknya pun tak 
segan untuk mengambil lang-
kah tuntutan sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku.

“Jika tidak bisa sebutkan 
maka ini adalah pencemaran 

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Badan Anggaran DPR 
Agung Widyantoro berpesan 
kepada Menteri Koordinator 
Bidang Maritim dan Investasi 
Luhut Binsar Pandjaitan agar 
lebih sering tersenyum. 

Pesan itu disampaikan 
Agung saat hendak bertanya 
kepada Luhut di tengah rapat 
kerja Badan Anggaran DPR 
dengan Luhut di Kompleks 
Parlemen, Jakarta, Kamis 
(9/6).

“Saya kalau boleh pesan 
sedikit, Pak, jangan karena 
beban tugas dan rentang 
kendali yang cukup luas ini, 
sehingga Bapak kurang se-
nyum gitu,” kata Agung, dii-
kuti oleh tawa peserta rapat.

Politikus Partai Golkar 
itu berujar, mimik wajah 
Luhut yang tidak tersenyum 
sempat membuatnya segan 
untuk mengajukan pertan-
yaan. “Dari awal tadi saya 

sudah, nyali saya ciut, Pak. 
Saya akan tanya, tapi Bapak 
enggak senyum, dari awal 
Bapak sudah injak gas ken-
cang banget, gimana caranya 
saya masuk ruang-ruang itu,” 
ujar Agung.

 Sambil sedikit tertawa, 
Luhut meminta maaf  atas 
wajahnya yang jarang terse-
nyum. Ia menyebut, hal itu 
merupakan efek dari lamanya 
ia berdinas di Komando 
Prajurit Khusus (Kopassus). 

“Pak, mohon maaf  dari 
dulunya memang begitu Pak. 
Terlalu lama saya di Ko-
passus, jadi enggak boleh 
senyum-senyum,” ujar Luhut. 

Luhut pun mengungkap-
kan, sikapnya yang jarang 
tersenyum itu pun sering 
dipersoalkan oleh sang istri. 

“Jadi bukan bini saya saja 
yang ngekritik, Bapak juga 
ngekritik, boleh lah pak,” kata 
Luhut.  mei

Pesan  Anggota DPR ke Luhut: 
Jangan Kurang Senyum

JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Luar Negeri RI 
(Kemenlu RI) mengungkap-
kan ada  kemajuan dalam pen-
carian putra sulung Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil, 
Emmeril Mumtadz Kahn atau 
akrab dipanggil  Eril. 

Untuk diketahui, Eril dil-
aporkan hilang saat berenang 
di Sungai Aare, Kota Bern, 
Swiss, pada Kamis (26/5).

“Terkait dengan progres 
penemuan Eril di Bern, dapat 
kami sampaikan memang 
ada progres,” ujar Direktur 
Perlindungan WNI Kemenlu 
RI Judha Nugraha dalam 
press briefi ng yang diadakan 
Kemenlu RI, Kamis (9/6).

Namun demikian, Judha 
belum memberikan infor-
masi detail terkait kemajuan 
pencarian tersebut.  Ia men-
gatakan, pihak KBRI Bern 
masih menunggu konfi rmasi 
dan informasi detail men-
genai kemajuan pencarian 
Eril dari pihak kepolisian 
setempat. 

“Dan jika telah mendapat 
informasi resmi, akan kami 
sampaikan khusus. Ren-
cananya, dari KBRI Bern 

akan ada sesi press briefi ng 
khusus terkait hal ini,” ucap 
Judha. 

Informasinya, hingga 
Selasa (7/6), pencarian Eril 
telah mencakup sekitar 30 
kilometer wilayah sungai 
Aare. Pihak kepolisian Bern 
menilai peningkatan pengun-
jung yang terjadi di sepan-
jang Sungai Aare memasuki 
musim panas akan memberi-
kan dampak positif  bagi 
upaya pencarian. 

“Saat cuaca baik, jumlah 
pengunjung di Sungai Aare 
cenderung meningkat. Misal-
nya pada musim panas tahun 
2021, jumlah pengunjung 
yang beraktivitas di Sungai 
Aare dapat mencapai 18.000 
orang dalam satu hari,” tulis 
KBRI Bern dalam keteran-
gan tertulis mereka.

 Adapun metode pencar-
ian Eril setiap hari disesuai-
kan dengan kondisi Sungai 
Aare yang selalu berubah 
sesuai perkembangan cuaca. 
Perubahan metode ini juga 
selalu memperhatikan aspek 
keselamatan semua petugas 
yang terlibat pada misi pen-
carian.  han

Kemenlu Sebut Ada Kemajuan 
Terkait Pencarian Eril di Sungai Aare

Mendagri Tito Karnavian Melantik 
Jeffry Apoly Rahawarin Jadi Deputi BNPP

JAKARTA (IM) - Letnan 
Jenderal TNI (Purn.) Jeffry 
Apoly Rahawarin dilantik  se-
bagai Deputi Bidang Penge-
lolaan Infrastruktur Kawasan 
Perbatasan Badan Nasional 
Pengelola Perbatasan (BNPP). 
Jeffry dilantik bersamaan den-
gan pelantikan Yedi Rahmat 
sebagai Asisten Deputi Infra-
struktur Ekonomi dan Kes-
ejahteraan Rakyat, di Kan-
tor BNPP, Menteng, Jakarta 
Pusat,Rabu (8/6).

Dalam acara pelantikan 
tersebut Kepala BNPP meng-
ingatkan kembali tugas-tugas 
pokok yang diemban oleh 
BNPP. Sebagai badan koordi-
nasi pengelolaan perbatasan, 
tugas pertama BNPP adalah 
menegaskan atau menjelaskan 
batas wilayah Indonesia.

Menteri Tito menyam-
paikan tugas tersebut tidak 
mudah, karena Indonesia 
merupakan negara kepulauan 
terbesar di dunia, yang me-
miliki garis pantai nomor dua 
terbesar, memiliki tiga time 
zone dan jumlah penduduk 
yang besar.

“Da l am kon tek s  i n i 

saya kira yang paling utama 
adalah mengclearkan dispute 
(perselisihan) segmen-segmen 
perbatasan yang ada, baik di 
darat, laut, maupun udara. Ada 
beberapa yang belum tuntas di 
Kalimantan, kemudian yang 
berhubungan dengan Timor 
Leste, dan lain-lain terma-
suk mungkin ada yang belum 
kita inventarisir, ini harus 
diclearkan terutama melalui 
proses-proses mediasi, dan 
ini melibatkan banyak instansi 
termasuk Kementerian Luar 
Negeri, Badan Geospasial, 
TNI, Polri, dan lain-lain,” 
katanya.

Memperjelas tanda-tanda 
batas negara ini dilakukan un-
tuk menghindari klaim negara 
lain terhadap wilayah Indone-
sia, seperti kasus Sipadan dan 
Ligitan

Tugas BNPP selanjutnya 
adalah untuk menjaga atau 
memonitor arus orang dan 
barang yang keluar dan masuk 
dari perbatasan negara. 

Tito mengakui bahwa pe-
kerjaan ini juga tidak mudah, 
karena Indonesia memiliki 
wilayah perbatasan darat, laut 

dan udara yang seringkali pen-
gelolaannya overlaping dengan 
negara lain.

Ia menuturkan idealnya 
setiap orang dan barang yang 
masuk ke wilayah Indonesia 
terkontrol. Namun, saat ini 
Indonesia baru memiliki 8 Pos 
Lintas Batas Negara (PLBN) 
yang dikelola oleh BNPP.

Kepala BNPP meminta 
jajarannya untuk mengawasi dan 
mencari solusi adanya perlint-
asan-perlintasan tradisional yang 
tidak resmi. Fakta di lapangan, 
masih banyak ribuan jalan-jalan 
tikus yang menjadi tempat ter-
jadinya kejahatan, dari human 
traffi cking hingga penyelundu-
pan barang-barang ilegal.

Pembangunan 10 PLBN 
di perbatasan negara saat ini 
masih terus dilanjutkan, Men-
teri Tito berharap jajarannya 
dapat berkoordinasi dengan 
Kementerian/Lembaga terkait 
agar dapat mempercepat pe-
nyelesaian pembangunannya. 
Selain itu jajaran BNPP juga 
diminta untuk menyiapkan 
planning, sistem, management 
untuk mengelola 10 PLBN 
tersebut.  mei

Uang Suap Bupati Penajam Paser Utara 
Nonaktif Mengalir ke Musda Demokrat Kaltim

JAKARTA (IM) - Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) pada 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) mengungkap 
aliran uang suap Rp3,1 miliar 
yang diterima Bupati non-
aktif  Penajam Paser Utara 
(PPU), Abdul Gafur Mas’ud. 
Uang itu diterima Abdul Ga-
fur bersama-sama Bendahara 
DPC Partai Demokrat Kota 
Balikpapan, Nur Afi fah Balgis, 
dan sejumlah pihak lainnya.

Disebutkan,ada Rp 1 miliar 
uag suap itu mengalir pada 
acara Musyawarah Daerah 
(Musda) Partai Demokrat 
Provinsi Kalimantan Timur.  
Uang dugaan suap itu berasal 
dari Dirut PT Borneo Putra 
Mandiri, Ahmad Zuhdi alias 
Yudi. Uang itu diserahkan Yudi 
melalui stafnya, Hajjrin Zainu-
din kepada Abdul Gafur lewat 
Supriadi alias Ucup.

“Ahmad Zuhdi alias Yudi 
pernah memberikan uang 
sebesar Rp1 miliar melalui 
Hajjrin Zainudin kepada Supri-
adi alias Usup alias Ucup untuk 
selanjutnya diserahkan kepada 
terdakwa Abdul Gafur Mas’ud. 
Katanya uang itu untuk biaya 
operasional Musda Partai De-
mokrat Provinsi Kalimantan 
Timur,” demikian dikutip dari 
surat dakwaan Jaksa KPK, 
Kamis (9/6).

“Di mana, terdakwa Ab-
dul Gafur Mas’ud mengikuti 

pemilihan Ketua DPD Partai 
Demokrat Provinsi Kaliman-
tan Timur,” sambungnya.

Tim jaksa KPK telah 
membacakan surat dakwaan 
untuk Abdul Gafur Mas’ud 
tersebut di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) pada 
Pengadilan Negeri Samarinda, 
Rabu, 8 Juni 2022. Sementara 
terdakwa Abdul Gafur Mas’ud 
menjalani persidangan secara 
daring dari Gedung Merah 
Putih KPK, Jakarta.

Jaksa dalam dakwaanya 
menjelaskan bahwa  uang Rp1 
miliar itu mulanya diminta 
oleh orang kepercayaan Abdul 
Gafur Mas’ud, Asdarussalam 
kepada Ahmad Zuhdi alias 
Yudi. Asdarussalam meru-
pakan salah satu orang yang 
dipercaya Abdul Gafur Mas’ud 
untuk mengumpulkan serta 
mengkondisikan uang suap 
dari para pengusaha.

Asdarussalam disebut per-
nah menerima uang komitmen 
fee secara bertahap terkait 
pembangunan taman atau 
landscape depan kantor Bupati 
Penajam Paser Utara senilai 
total Rp350 juta. Uang itu, 
disebut tim jaksa, digunakan 
untuk kepentingan Abdul 
Gafur Mas’ud.

Asdarussalam juga pernah 
menerima uang komitmen 
fee terkait 15 paket pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh Ahmad 

Zuhdi. Dari 15 paket pekerjaan 
di Penajam Paser Utara itu, Ah-
mad Zuhdi memberikan uang 
komitmen fee sebesar Rp500 
juta kepada Asdarussalam. 
Uang itu juga digunakan un-
tuk kepentingan Abdul Gafur 
Mas’ud.

Terakhir, Asdarussalam 
diminta oleh Abdul Gafur 
Mas’ud untuk menagih uang 
kepada Ahmad Zuhdi di Ho-
tel Aston Samarinda. Ahmad 
Zuhdi kemudian menyerahkan 
uang Rp1 miliar lewat staf-
nya, Hajjrin Zainudin kepada 
Abdul Gafur Mas’ud untuk 
biaya operasional Musda Partai 
Demokrat Kaltim.

“Bahwa keseluruhan uang 
yang diterima oleh terdakwa 
Abdul Gafur Mas’ud melalui 
Asdarussalam adalah sebesar 
Rp1.850.000.000, yang di-
pergunakan untuk keperluan 
pribadi terdakwa Abdul Gafur 
Mas’ud,” beber jaksa.

Diketahui sebelumnya, 
Bupati nonaktif  Penajam Paser 
Utara (PPU), Abdul Gafur 
Mas’ud didakwa menerima 
suap sebesar Rp5,7 miliar. Ab-
dul Gafur didakwa menerima 
suap bersama-sama dengan 
Bendahara Dewan Pimpinan 
Cabang (DPC) Partai De-
mokrat Kota Balikpapan, Nur 
Afifah Balgis; Plt Sekretaris 
Daerah Kabupaten PPU, Mu-
liadi.  han


